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Pemegang hak cerai berdasarkan hukum islam adalah suami. Namun
demikian islam tetap memberikan ruang hukum bagi istri untuk menggugat cerai
suami dengan alasan yang dibenarkan menurut syar’i yaitu dengan cara Khuluk
yakni dengan membayar tebusan iwad. Salah satu perbedaan dari peraturan taklik
talak di Indonesia dengan fikih islam yang sangat mencolok yaitu adanya sebuah
prosedur dalam penyelesaian masalah perceraian karena pelanggaran taklik talak,
syarat yang mengharuskan pihak istri membayarkan uang jikalau terbukti suaminya
memang melanggar isi perjanjian taklik talak. Uang yang harus dibayarkan pihak
istri diisyaratkan sebagai iwad atau tebusan bagi dirinya yang menginginkan
perpisahan dengan jalan mengajukan perceraian karena suami melanggar salah satu
atau semua yang dijanjikannya dalam taklik talak. Ulama berbeda pendapat
mengenai hukum iwad tersebut. Oleh sebab itu perlu ada penelitian mengenai
hukum iwad yang ditentukan pemerintah dalam sighat takllik talak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama Kabupaten
Tapin dan analisinya mengenai iwad dalam sighat taklik talak yang ditentukan oleh
pemerintah

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan
penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan
jalan terjun langsung ke objeknya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan
teknik wawancara semi struktur. Data yang didapat diolah dan dianalisis
menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian bahwa menurut pandangan ulama Kabupaten Tapin
terhadap hukum iwad yang ditentukan oleh pemerintah dalam kasus pelanggaran
taklik talak, ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan mubah atau boleh,
dan ada yang menyatakan makruh atau tidak ada. Analisis pandangan ulama
Kabupaten Tapin, pendapat wajib berdasarkan QS.An-Nisa’: 59 dan 83 dan juga
QS.Al-Maidah:1. Pendapat mubah berdasarkan perbedaan pendapat ulama dalam
menentukan hukum iwad. Pendapat makruh berdasarkan beberapa pendapat ulama
bahwasannya menggantungkan sesuatu yang tidak bagus itu tidak baik alangkah
baiknya perbuatan tersebut tidak ditinggalkan.





